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PERATURAN DAERAH KOTA PEKANBARU 

      NOMOR   6  TAHUN 2011 

 
TENTANG 

 

PAJAK RESTORAN 
 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

WALIKOTA PEKANBARU, 
 

Menimbang : a.    bahwa dalam rangka pelaksanaan Otonomi 
Daerah yang luas, nyata dan bertanggungjawab 
di Kota Pekanbaru, perlu dilakukan penyesuaian 
dan pengaturan kembali Pajak-Pajak Daerah 
sesuai dengan peraturan perundang-undangan 
yang berlaku; 

 
  b. bahwa dengan telah ditetapkannya Undang-

Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 
2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, 
maka perlu ditetapkan Peraturan Daerah Kota 
Pekanbaru yang sesuai dengan maksud Undang-
Undang tersebut; 
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  c. bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut 
diatas, dipandang perlu menetapkan kembali 
Peraturan Daerah Kota Pekanbaru tentang Pajak 
Restoran. 

 
Mengingat  : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 

Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah 
Otonom, Kota Kecil Dalam Lingkungan Propinsi 
Sumatera Tengah (Lembaran Negara Tahun 1956 
Nomor 19); 

2.  Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 
Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana 
(Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76); 

3.  Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 
Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata 
Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa 
kali diubah terakhir dengan Undang-Undang 
Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2009 
tentang Penetapan Peraturan Pemerintah 
Penganti Undang-Undang Republik Indonesia 
Nomor 5 Tahun 2008 tentang Perubahan 
Keempat Atas Undang-Undang Republik 
Indonesia Nomor 6 Tahun 1983 tentang 
Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan 
menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara 
Tahun 2009 Nomor 62, Tambahan Lembaran 
Negara Nomor 4999); 

4.  Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 
Tahun 2000 tentang Perubahan Undang-Undang 
Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 1997 
tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa 
(Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 129, 
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3087); 
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5.  Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 
Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak Dengan 
Surat Paksa (Lembaran Negara Tahun 2002 
Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Nomor 
4189); 

6.  Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 
Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan 
Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 
2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara 
Nomor 4048); 

7.  Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 
Tahun 2004 tentang Pemeriksaan dan 
Pengelolaan Pertanggungjawaban Pengelolaan 
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 
Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 
4400); 

8.  Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 
Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah 
(Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, 
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437), 
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 
Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas 
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 
Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah; 

9.  Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 
Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan 
Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah 
(Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, 
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438); 

10.  Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 
Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
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Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5049); 

11.  Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 
tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik 
Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum 
Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1983 
Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 
3258); 

12.  Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 
tentang Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah 
Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 
54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139); 

13.  Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 
tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara 
Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan 
Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota 
(Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, 
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737); 

14.  Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 
tentang Jenis Pajak Daerah Yang Dipungut 
Berdasarkan Penetapan Kepala Daerah atau 
Dibayar Sendiri Oleh Wajib Pajak (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 
153); 

15.  Keputusaan Menteri Dalam Negeri Nomor 170 
Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara 
Pemungutan Pajak Daerah; 

16.  Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 173 
Tahun 1997 tentang Tata Cara Pemeriksaan 
Dibidang Pajak Daerah; 

17.  Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 
Tahun 1999 tentang Sistim dan Prosedur 
Administrasi Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan 
Penerimaan Pendapatan Lain-Lain; 
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18.  Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 
2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan 
Daerah; 

19.  Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 
2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri 
Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang 
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; 

20.  Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 15 
Tahun 2000 tentang Penyidik Pegawai Negeri 
Sipil Dilingkungan Pemerintah Kota Pekanbaru; 

21.  Peraturan   Daerah Kota Pekanbaru Nomor 7 
Tahun 2008 tentang Pembentukan Susunan 
Organisasi, Kedudukan dan Tugas Pokok 
Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan 
Rakyat Daerah, Kecamatan dan Kelurahan 
Dilingkungan Pemerintah Kota Pekanbaru; 

22.  Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 8 
Tahun 2008 tentang Pembentukan Susunan 
Organisasi, Kedudukan dan Tugas Pokok Badan, 
Dinas dan Kantor Dilingkungan Pemerintah Kota 
Pekanbaru; 

 
 

Dengan Persetujuan Bersama 

 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PEKANBARU 
Dan 

WALIKOTA PEKANBARU 

 
MEMUTUSKAN : 

 

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA PEKANBARU 

TENTANG PAJAK RESTORAN 
 


